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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membangun 

desa yang responsif gender. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan 

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia 

(HAM). HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. 

Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian 

secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang 

diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. 

Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan 

kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) 

UUD Tahun 1945. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah 

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya 

melalui pengarusutamaan gender. Dengan demikian penting untuk dipahami oleh 

pemerintah desa terhadap pengarusutamaan gender. Kegiatan ini menjadi sebuah 

solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di desa dapat dihindari. Sehingga 

sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat desa. Lokasi kegiatan 

dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang akan 

digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, dan focus group 

discussion. Harapannya dari kegiatan ini, kontribusi dan partisipasi perempuan 

dapat meningkat. 

 

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Desa, Sosialisasi Hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban 

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa 

menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala 

aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman 

bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap 

manusia tanpa terkecuali. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, 

apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara. Sehingga 

pelindungan dan HAM terhadap kelompok rentan sangat diperlukan khususnya 

terhadap perempuan. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya 

Pasal 27 ayat (1) telah menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan, bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya”. Pemberdayaan perempuan adalah salah satu 

upaya yang wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah termasuk pemerintah 

desa. Hal ini karena perempuan merupakan kelompok yang sering mendapat 

perlakuan diskriminasi. Hal inilah yang juga menjadi dasar pertimbangan 

pemerintah meratifikasi konvensi internasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan. 

Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan 

penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan 
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hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka 

membangun masyarakat, bangsa dan negara. Perempuan seringkali berada di posisi 

yang lemah, sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam 

meningkatkan harkat dan martabat perempuan, salah satunya melalui 

pengarusutamaan gender. 

Salah satu substansi penting dalam perlindungan HAM adalah Hak Asasi 

Perempuan. Pengaturan terhadap perempuan menjadi perhatian khusus karena 

posisi perempuan yang dianggap lemah sehingga sering mendapat perlakuan 

diskriminasi dan menjadi kelompok rentan yang diabaikan. Padahal dalam UUD 

Tahun 1945, konstitusi Indonesia telah menjamin persamaan kedudukan laki-laki 

maupun perempuan. Tahun 2000, pemerintah juga telah menggulirkan kebijakan 

melalui Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional. Namun realitanya hingga saat ini, indeks 

ketimpangan gender (Gender Inequality Index/GII) menurut data UNDP yang 

dipublikasikan BPS, Indonesia meraih skor tertinggi di ASEAN dengan nilai 0,480. 

 

Tabel.1 Komponen Gender Inequality Index di Negara ASEAN, 2019 

 

Sumber: http://hdr.undp.org/en/data 
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Hal tersebut mengartikan pembangunan gender di Indonesia belum optimal, serta 

terjadi kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan 

gender sebesar 48%.  

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi untuk 

menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam 

memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, 

sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai 

kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam mewujudkan kondisi tersebut, 

salah satunya melalui Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam  Negeri Nomor 67 Tahun 2011. 

Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan, perlu turut serta 

mengupayakan pengarusutamaan gender di tingkat desa. Hal ini karena pemerintah 

desa menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh 

karenaya, dengan adanya otonomi desa menjadi ruang terbuka bagi desa 

membangun desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk 

menjalankan kegiatan pengabdian ini. Perlu ada upaya untuk dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap hak asasi perempuan, termasuk di lingkungan 

pemerintah desa. Hal ini pengarusutamaan gender selain telah mendapat jaminan 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturan pusat maupun di 
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daerah. Sisi lain, melalui kegiatan pengabdian ini dapat membangun 

pengarusutamaan gender di desa.  

 

B. Permasalahan Mitra 

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat 

akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang 

lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah upaya meningkatkan pemahaman pemerintahan desa 

dalam mendorong pengarusutamaan gender di desa? 

2) Bagaimanakah upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam 

pengarusutamaan gender di desa? 

 

C. Tujuan Kegiatan 

Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa, 

bertujuan agar:  

1) Peningkatan pemahaman pemerintahan desa dalam mendorong 

pengarusutamaan gender di desa.  

2) Memperoleh blueprint upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam 

pengarusutamaan gender di desa. 

 

D. Manfaat Kegiatan 

Melalui kegiatan Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi 

Pemerintahan Desa, diharapkan dapat menumbuhkembangan budaya hukum 

pemerintah desa dalam memahami hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan 

gender. Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa 

mampu menjadi jalan dalam mengurangi stigma atau persepsi yang tidak sejalan 

dengan upaya kesetaraan dan keadilan gender. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Gender adalah konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan bahwa apa 

yang terjadi dan dialami oleh laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial. 

Gender dipergunakan untuk menunjukan bahwa pokok permasalahan bukan pada 

perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melainkan pandangan 

masyarakat terhadap peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Melalui konsep ini, 

gender memperlihatkan adanya marjinalisasi yang dialami oleh perempuan, yang 

terlihat dari kesenjangan yang terjadi pada posisi yang diperoleh laki-laki dan 

perempuan.1 

Kata gender berasal dari kata bahasa Latin genus yang berarti tipe atau jenis. 

Jika makna itu dikaitkan dengan eksistensi manusia, maka ada dua jenis manusia 

berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki yaitu, laki-laki dan perempuan. Dua jenis 

manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan itu ada yang bersifat 

alamiah atau biologis (nature), dan ada yang bersifat sosial-budaya (culture). 

Perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial-budaya, 

yang bisa berubah dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu waktu ke waktu 

lainnya disebut gender. 

Gender adalah konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan 

sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing 

 
1 Widjajanti M. Santoso, Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam 

Mengatasi Marjinalisasi Perempuan, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No.3 Tahun 2014 
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mereka.2  Keterlibatan perempuan pada posisi sentral/pengambilan keputusan 

dalam pemerintahan sudah menunjukkan perkembangan dalam upaya 

pemberdayaan perempuan sehingga memicu kesadaran untuk dapat berkompetisi 

dengan laki-laki, sejatinya strategi pengarusutamaan gender idealnya lebih 

menekankan pada peningkatan kualitas perempuan untuk berpartisipasi di ruang 

publik karena pada awalnya perempuan sudah kalah start dari laki-laki jadi upaya 

menyetarakan secara kualitas itu yang nantinya akan menjamin keadilan karena 

kompetisi dilihat dari segi kualitas namun keberhasilan itu dapat dilihat dari 

meningkatnya partisipasi perempuan secara kuantitas yang tentunya menjadi modal 

awal dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.3 

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan 

ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial di mana baik 

perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender 

terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang 

peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan 

saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan 

gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, 

namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. 

Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja 

diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi 

lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh 

 
2 Hafidz, Wardah (1995). Daftar Istilah Gender. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan 

Peranan Wanita. 
3 Heri Afriady Firman, Rahmiati, Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah, 

Iyasatuna, Volume 2 Nomor 1 Januari 2020. 
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masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, 

aturan-aturan, mekanisme dan prosedur baku.4 

Isu dan permasalahan gender perlu diarusutamakan dalam kebijakan dan 

program karena terkait dengan beberapa hal, antara lain adanya kebutuhan yang 

berbeda antara perempuan dan laki-laki yang masih belum tercermin dalam 

kebijakan dan program pemerintah. Disamping program sektoral dipandang terlalu 

sempit dan tersegmentasi, dan bahkan dipandang belum memenuhi kebutuhan 

perempuan dan laki laki, serta masih ada bias gender dalam masyarakat dan para 

pengambil keputusan dan para perencana yang dapat mempengaruhi formulasi 

kebijakan yang peka akan permasalahan gender.5 

CIDA (Canadian International Development Agency) menyebutkan bahwa 

kesetaraan gender mempromosikan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam 

pengambilan keputusan; mendukung perempuan dan anak perempuan sehingga 

mereka dapat sepenuhnya memperoleh hak mereka; dan mengurangi kesenjangan 

antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya 

dan manfaat dari pembangunan, sampai saat ini masih di luar jangkauan bagi 

kebanyakan perempuan di seluruh dunia.6 Praktik ketidakadilan gender menjadi 

hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan 

berkesetaraan gender.7 

 
4 Trisakti Handayani & Wahyu Widodo, Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan 

Gender  Pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional Di Propinsi Jawa Timur, Jurnal Humanity, Issn 

0216-8995. 
5 Khofifah Indah Parawansa, Mengukur Paradigma Menembus Tradisi, Lp3es , Jakarta, 

2006, hlm.41 
6 International Development Studies. 2009. Gender Equality Vs. Gender Equity: Concept 

Paper 2. http:// assignmentsonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-

gender-equality-genderequity/ 
7 Dina Martiany, Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi 

Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah), Aspirasi 

Vol. 2 No. 2, Desember 2011. 
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Dibutuhkan suatu kesungguhan untuk mencapai tujuan dari perencanaan 

pembangunan, dengan selalu meningkatkan kesempatan dan manfaat yang dapat 

diperoleh oleh perempuan dan laki-laki melalui penghapusan diskriminasi sistemik 

terhadap perempuan dan laki laki, mengintegrasikan berbagai upaya untuk 

menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara 

langsung  maupun tidak langsung, serta meningkatkan peran dan partisipasi 

perempuan dalam proses pembangunan sebagai hak asasi manusia.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Ibid. 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. Metode dan Tahapan 

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:  

1) Ceramah dan diskusi; dan 

2) Focus Group Discussion (FGD) 

 

B. Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Sosialisasi Hukum 

Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa. Mengingat masih terbatasnya 

pemahaman pemerintah desa terhadap pengarusutamaan gender, maka kegiatan ini 

menjadi jalan dan kebutuhan untuk membangun budaya hukum yang responsif 

gender. Melalui kegiatan ini juga akan menghasilkan roadmap upaya dan strategi 

Pengarusutamaan Gender di desa. 

 

C. Prosedur Kerja 

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi 

dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut: 

1) Pemaparan materi dan diskusi mengenai: 

a. Perempuan dan Hak Asasi Manusia; 

b. Pengarusutamaan Gender; 

c. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengarusutamaan Gender. 

2) FGD mengenai roadmap strategi dan upaya Pengarusutamaan Gender di 

desa. 
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D. Pihak yang Terlibat 

Khalayak sasaran ini dilakukan terhadap 30 orang yang terdiri dari 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta 

perwakilan kelembagaan perempuan. 

 

 

E. Partisipasi Mitra 

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan tempat, 

waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu, mitra 

berkontribusi dalam mengkomunikasikan hasil kegiatan pengabdian terhadap 

masyarakat di desanya. 

 

F. Evaluasi Program 

Dengan menggunakan metode ceramah dan FGD dan fasilitasi langsung 

selama kegiatan, evaluasi pelaksanaan program kegiatan ini lebih mudah untuk 

dilakukan karena akan dilaksanakan secara interaktif antara fasilitator dan peserta 

kegiatan. Terkait keberlanjutan program juga akan ada proses monitoring dan 

evaluasi di lapangan. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Evaluasi terhadap Khalayak Sasaran 

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama 

melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan 

bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai 

pemahaman hukum yang masih rendah dalam Pengarusutamaan Gender Bagi 

Pemerintahan Desa. Sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun 

belum memahami perlunya Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa. 

Sisi lain, masih banyak juga yang belum mengerti dan memahami perlindungan hak 

asasi perempuan sebagai pihak yang rentan dalam upaya pengarusutamaan gender. 

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu 

kegiatan Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa 

sebagai upaya mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan di desa. 

Kegiatan Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan 

Desa ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022.  Kegiatan ini dihadiri oleh 30 

peserta yang terdiri dari aparatur desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Tempat 

kegiatan ini  dilaksanakan di balai Desa Fajar Baru secara luring. Pembicara pada 

kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan 

bersifat teoretis yang meliputi: perempuan dan Hak Asasi Manusia; 

pengarusutamaan gender; dan Upaya Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan 

gender. 

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, 

perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta 
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terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-

sela pemberian materi, terutama pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena 

mereka merasa memerlukan materi tersebut. 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan 

“Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa” ini, 

khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara 

spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi 

dilakukan sebagai berikut:  

a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, 

dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini  

dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(pretest).  

b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara 

menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot 

pertanyaan yang diajukan. 

c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. 

Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan 

pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan 

sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan 

melihat perkembangan hasil evaluasi akhir  (En)  dikurangi hasil evaluasi 

awal (Ea) atau K = (En) - (Ea). 
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Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam 

kegiatan ini: 

Tabel 1. Jenis Kepakaran yang Diperlukan 

No Kepakaran Jobdesk 

1 Hak Asasi Manusia Memaparkan hak perempuan sebagai bagian dari 

hak asasi manusia. 

2 Hukum Pemerintahan 

Daerah 

Memaparkan peran dan kedudukan Pemerintah 

Daerah dalam upaya pengarusutamaan gender 

dalam pemerintahan. 

3 Ilmu Perundang-Undangan Menjelaskan fungsi serta peran hukum dan 

peraturan perundang-undangan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif 

pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya 

dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta 

No Pertanyaan 
Hasil 

Pretest 

Hasil 

Postest 
Keterangan 

1 Apakah anda mengetahui 

apa itu hak asasi 

perempuan? 

 

40% 

menjawab 

tidak tahu 

85% 

menjawab 

tahu 

Sebagian dari 

peserta sudah 

mengetahui hak 

asasi perempuan. 

 

2 Apakah anda mengetahui 

apa itu pengarusutamaan 

gender? 

 

40% 

menjawab 

tidak tahu 

85% 

menjawab 

tahu 

Sebagian dari 

peserta sudah 

mengetahui 

pengarusutamaan 

gender. 
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3 Apakah anda mengetahui 

pengaturan mengenai 

pengarusutamaan gender? 

 

45% 

menjawab 

tidak tahu 

85% 

menjawab 

tahu 

Sebagian dari 

peserta sudah 

mengetahui 

pengaturan 

mengenai 

pengarusutamaan 

gender. 

 

4 Apakah anda mengetahui 

upaya pemerintah dalam 

mendorong 

pengarusutamaan gender? 

45% 

menjawab 

tidak tahu 

85% 

menjawab 

tahu 

Sebagian dari 

peserta sudah 

mengetahui upaya 

pemerintah dalam 

mendorong 

pengarusutamaan 

gender? 

 

 

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, 

dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri 

dari: 

1. Pengetahuan tentang hak asasi perempuan, hasil pretest 40% peserta menjawab 

tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu. 

2. Pengetahuan tentang pengarusutamaan gender, hasil pretest 40% peserta 

menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu. 

3. Pengetahuan tentang pengaturan mengenai pengarusutamaan gender, hasil 

pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab 

tahu. 

4. Pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan 

gender, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta 

menjawab tahu. 
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Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan 

berlangsung, maka kegiatan tim ini nyatakan berhasil. 

 

  

B. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:  

1. Adanya dukungan dari Universitas Lampung dan pemerintah desa, mengingat 

kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan peran perempuan 

dalam pembangunan.  

2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami 

Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa.  

3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat 

terlaksana dengan kondusif.   

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini 

pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.   
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap Pengarusutamaan 

Gender Bagi Pemerintahan Desa telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan 

dengan beberapa indikator diantaranya: hak asasi perempuan; pengarusutamaan 

gender; pengaturan mengenai pengarusutamaan gender ; dan upaya pemerintah 

dalam mendorong pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil 

dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, Kepala 

Desa, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam 

pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.     

 

B. Saran 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan 

Gender Bagi Pemerintahan Desa di Desa Fajar Baru ini, dapat diketahui bahwa 

minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan 

pemahamannya dalam rangka pengarusutamaan gender cukup 

tinggi.  Hasil  pelaksanaan kegiatan  tersebut  peserta menyarankan agar kegiatan 

semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih 

meningkatkan lagi kesadaran hukum masyarakat lainnya yang belum mengetahui 

dan memahami Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa. Selain itu, 

diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan perguruan 

tinggi dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat.  
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